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PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
NANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persakuan Raya No. 116, Kel.rahan Bigere Kabapaten Sinjal Tekpon : (0482) 21068 Fax : (0482) 22460 Kode Pos - 62612 Kabupaten Sinjal

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

l NOMOR : 1265/21/07/DPM-PTSP/VII/2021

"KELOMPOK BERMAIN ANANDA"
DESA TOMPOBULU, KECAMATAN BULUPODDO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

Menimbang -+ a bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada

| penyelenggara Pendidikan-Anak- Usia Dini (PAUD) dalam memberikan

layanan pendidikan kepada Masyarakat periu diterbitkan |zin Pendirian
dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. bahwa"berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan

' Ola!} Raga Kabupaten Sinjai-Nomor : 421.9/13 785/DPOPFU2016 tentang

.1 Parpanjangan lzin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
; -~ Dini " KELOMPOK BERMAIN ANANDA" Desa Tompobulu Kecamatan

Bulupoddo telah berakhtr masa beriakunya sejak tanggal 23 Juli 2021,
maka perlu dlterbltkan Izun Operas:onal Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) yang baru; '

C. bahwa berdasarkan pertimhangan sebagalmana maksud huruf a dan
;huruf b dlpandang periu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai
tentang zin: Operasmnal Penyelenggaraan Pendldikan Anak Usia Dini
[(PAUD) 'KELOMPOK BERMAIN ANANDA" Tompobulu Kecamatan
'-Bulupoddo b |

Mengingat : 1. '.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
| _Tungkat H di Sulawesa (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959
Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesla Nomor
1822) -
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional: (Lembaran Negara Repubhk Indonesua Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran-Negara Republlk lndonesm Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik '(Lembaran Negara Republlk Indonema Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran. Nega;?. Republlk Indonesm Nomor 4846);

4. Undang-Undang ‘Nomor .25, Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- /(Lembaran: Negara Repubhk lndonesla -Tahun 2009, -Nomor 112,
- Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesna Nomor 5038)

ALY Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang ‘Pembentukan

' Peraturan: F’erundang-undangan (Lembaran Negara Republnk Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

‘sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

"Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nornor 23 Tahun 2014 tentang F’emenntahan Daerah (Lembaran Negara
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7. ggiaer:ig';tuadang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdmmlstraSI

el Tamab a;\ﬂ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
i ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0601);

: ndang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9. Peraturan Pemerintah. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomaor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157)

10. Peraturan Pemermtah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara . Republlk Indones:a Tahun 2012 Nomor 215,

& ,Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndoneSIa Nomor §357);
I 1. Pe:aturan Pemenntah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
| | ‘-_:-Atas Peraturan Pemenntah Nomer 19: Tahun 2005 tentang Standar
, Nasmnal F’endtdikan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010
| _;Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSta ‘Nomor

12. éPeraturan Menten Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman

| ;.rganisas: dan Tata Kerja Unit Pelayanaan F’enzman Terpadu di Daerah;

13. }Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014

- ‘tentang Pendman Satuan Pendidikan = Anak: US|a Dlm (Berita Negara
fRepubl‘K Indonesm Tahun 2014Nomor 1279);

14. fPeraturan ‘Menteri Dalam Negen ‘Nomor BO Tahun 2015 tentang

__ _?Pembentukan Produk-Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomm 2036) -

15. Peraturan Menteri Dalam’ Negen Nomor 138 Tahun 2017 tentang
'Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Daerah (Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

16. Peraturan Daerah ‘Nomor 13. Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendtdrkan (Lembaran Daerah Kabupaten Smjal tahun 2014 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smjan Nomor 74); |

17. *'Peraturan Daerah Nemor 5-Tahun 201 6 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Dael'ah KabuDaten Sinjai (Lembaran Daerah
---Kabupaten Smjal Tahun 2016 Nomor 5 ‘Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Smja; Nomor 93); Atris |
a8, _;Peraturan Bupatl Smjai Namor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
N F’elayanan Terpadu Satu Pmtu (Benta Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
- .._.:_..if;-;.i;j;;}fgzo*t3 Nomior.23); sy
i é"'-1;'9§:;L§%;iPeraturan Bupatl SINjai Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
“Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 50);
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:1.  Permohonan F’enanggung Jawab KELOMPOW E zﬁﬁ‘

ANANDA Nomor :421.1/015/KB-AN/BPVIN2021, Tanggal 07 Juh

_ 3(0521 Perihal Pen'nohonan Penerbitan I1zin Operasional Penyelenggaraan

2. Akta Notaris Nomor : 110 Tanggal 25 April 2012 tentang Pendidikan
Anak Usia D|n| Ananda Disingkat PAUD ANANDA;

3. . RekomendaSI Teknis Dinas Pendldlkan Kabupaten Sinjai, Nomor :
TT/194/DP, Tanggal 28 Juli 2021, Perihal Rekomendasi Perpanjangan

Izin Operasional Penyelenggaraan yang baru;

MEMUTUSKAN

: Memberikan lzin Operasnonal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), Kepada |

Namalembaga ~ : KELOMPOK BERMAIN ANANDA
Alamat Lembaga - : Dusun Salohe, Desa Tompobulu, Kec. Bulupoddo, Kabupater
Sinjal

Penanggung Jawab : MARTINI

: Izm Pendman dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
| '-sebwatmana drmaksud pada. DIKTUM KESATU bedaku sejak tanggal 23 Juli

- 2021 sampai dengan 23 Juli 2024;.
: Permohonan Izin Pendirian  dan Penyelenggaraan Pendldlkan Anak Usia Dini

| (PAUD) d!ajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya masa beriaku izin;
- Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagalmana mestinya, sesuai dengan

' ketentuanperundang-undangan

__Diterbitkan di KabUpaten Sinjai
~ Pada tanggal : 28 Juli 2021
a.n. BUPATI SINJAI -
'KEPALA DINAS,

Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
~ NIP : 197011301990031002

njai. (Sebagal Laporan)
ndidikan di Slnjai o
at; |

Dipindai dengan CamScanner



